BAB IV

ANALISISPUTUSAN NO. 1002/PID.B/2008/PN. SM G

A. Analiss Hukum Formil dan Materiil Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn.

Smg

Analisis hukum formil merupakan analisis yang diskan pada
proses pelaksanaan persidangan atau pembuktisangéeth analisis hukum
materiil adalah analisis hukum yang dipusatkan pateri dari hasil
persidangan. Berikut ini akan penulis paparkan isisadalam perspektif
hukum formil dan materiil.

1. Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No. 1002B72D08/Pn.Smg
Proses persidangan merupakan suatu kegiatan yatiggdalam
ranah hukum. Melalui proses persidangan, suatuaperiekan dapat
diputuskan secara dan berdasarkan hukum perundefaggan yang
berlaku. Dalam istilah sederhana, melalui prosessigengan akan
dilakukan upaya pembuktian terhadap suatu tindalana yang
didakwakan kepada seseorang atau beberapa ordrmap fada dasarnya
pembuktian adalah proses usaha untuk menunjukkaar E@au salahnya
si terdakwa dalam sidang pengadﬂaVIeIaIui, pembuktian suatu perkara

alat-alat bukti dengan ketentuan hukum yang berldkpertemukan

! stilah pembuktian secara etimologi berasal dari katard#sikti” yang berarti sesuatu
yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Awalan paldaran an pada kata dasar “bukti”
membentuk kata yang mengandung makna suatu proses. Lihat WalJ&nPoerwadarminta,
Kamus Besar Bahasa Indonesiakarta: Balai Pustaka, 1995, him. 15.
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melalui media pengetahuan dan keyakinan hakimnyatiseorang hakim
harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentaluds $eluk hukum
dan memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melakuganafsiran
terhadap segala sesuatu yang diperoleh dari pesaarikalat bukti. Sebab
inilah sebenarnya tugas utama dari seorang haklamdenenyelesaikan
suatu perkara.

Analisis terhadap alat bukti merupakan hal pentiatam sebuah
proses pemeriksaan demi tercapainya keadilan datembuktian.
Keberadaan alat-alat bukti menjadi alat yang menpgdiangan hakim
sebagai dasar dalam upayanya mengambil dan menetgpkusan atas
suatu perkard.Maksudnya adalah bahwa melalui pemeriksaan tephada
alat bukti, Hakim dapat memupuk keyakinan penilaiarhadap suatu
perkara. Hal-hal yang termasuk ke dalam alat bukéinurut Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagaibér
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Terkait dengan persidangan demi melakukan pembuktada

perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg, ada beberapaydwag perlu

2 Oemar SenoHukum-Hakim Pidanat.kp: t.p., 1980, him. 107; lihat juga dalam G.
Aryadi, Putusan Hakim dalam Perkara Pidanéogyakarta: Andi Offset, 1995, him. 67.

3 Anshoruddin,Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positi
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, him. 55.

4 KUHP dan KUHAP Jakarta; Gama Press, 2010, him. 233-234.
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mendapatkan sorotan, khususnya yang berhubungagamesaksi dan
barang bukti. Sebagai media yang dapat menjadipalatbuktian untuk
menentukan status hukum seseorang dalam perkaaagpitkeberadaan
dan perlakuan demi mendapatkan informasi saksiesgremnting dan vital.
Sebab dari keterangan-keterangan para saksi, sekordep tentang
peristiwva pidana dapat diketahui dan dijadikan bahaalisis Majelis
Hakim dalam membuat dan menentukan putusan terhstdéys hukum
seseorang dalam perkara yang disidangkan. Diasisi barang bukti juga
memiliki peran penting untuk dapat memastikan dtalokan menguatkan
perbuatan pidana dari seseorang yang menjadi tsedaKeberadaan
barang bukti juga dapat diketahui maupun dikuatkéeh keterangan
saksi.

Saksi secara istilah sederhana dapat dimaknai aebageorang
atau pihak yang menyaksikan atau terlibat langslatgm suatu peristiwa
yang menghasilkan perkara untuk disidangkan. Peasakntersebut
mengindikasikan bahwa seorang saksi haruslah sespyang berada di
lokasi kejadian perkara dan keterangan yang diaerikerdasarkan
kesaksiannya langsung terhadap peristiwa pidang yemadi. Artinya,
saksi tidak dapat memberikan keterangan berdasadsamsi atau
perkiraan maupun hasil dari mendengar keterangarodag lain karena
dia sendiri tidak menyaksikan langsung sebagiam kdaeluruhan rentetan

terjadinya peristiwa pidana.
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Berdasarkan ketentuan mengenai saksi dalam suasidgegan
atau pembuktian, maka seluruh saksi yang diajuken déaksa Penuntut
Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa telah meméwmtbintuan
tersebut karena seluruh saksi berada dan menyaks&bagian atau
keseluruhan peristiwa pidana yang mengakibatkakaperpidana yang
kemudian disidangkan. Oleh sebab itu, dalam aspeknkuan saksi,
menurut penulis tidak ada masalah dalam penunjulkdaksi dalam
persidangan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg.

Meski demikian, dalam aspek proses pengumpulanrdeegan
saksi, ada permasalahan yang seharusnya menjadatiper Majelis
Hakim dalam upaya pembuktian. Permasalahan yangkdua tidak lain
adalah perbedaan yang terjadi di antara saksieBadn keterangan saksi
mencakup perbedaan keterangan antara saksi saksdigukan oleh JPU
dengan Penasehat Hukum terdakwa dan perbedaaargdarantar saksi
yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Pagpegang pertama
(antara saksi yang diajukan JPU dengan PenasehainHterdakwa)
umumnya merupakan sesuatu yang lumrah dan wajaditgzada saat
pemeriksaan. Kedua kelompok keterangan tersebua-sama memiliki
hak yang sama untuk dijadikan sebagai bahan petigan hukum
Majelis Hakim. Namun tidak demikian dengan keteeangang diberikan
oleh saksi yang diajukan oleh JPU. Keterangan ydibgrikan dalam
pemeriksaan seakan-akan tidak diberlakukan selbadgin pertimbangan

hukum oleh Majelis Hakim. Hal ini terlihat dengaanplangan Majelis
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Hakim mengenai duduk perkara yang lebih memililegigan saksi yang
diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagainbpédimbangan

keyakinannya. Alasan tidak diterimanya keterangam shksi karena para
saksi, khususnya yang terlibat dalam perkelahidqonkeok, telah terlebih

dahulu dipidanakan dalam perkara yang sama.

Menurut penulis, alasan yang dipergunakan Majebgiid untuk
tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari JBéak tdapat diterima
dalam lingkup hukum. Hal ini didasarkan pada syaaisi, legalitas
hukum mengenai kedudukan warga negara dalam raokbmh serta
tujuan utama dari pengumpulan keterangan saksa Byatat saksi, tidak
ada ketentuan yang melarang seseorang yang tefaltusli sebagai
terpidana untuk memberikan kesaksian. Hal ini jdgpat dikuatkan oleh
beberapa persidangan yang melibatkan seseorang tgdeily menjadi
terpidana seperti pada persidangan kasus Centumpunakasus Wisma
Atlet yang melibatkan Nazaruddin yang sebelumnightdivonis sebagai
terpidana. Di sisi lain, dalam ketentuan perundamdangan Indonesia,
setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukamndahukum.
Artinya, tidak diperbolehkan pengkebirian hak seseg dalam hukum,
termasuk hak dalam memberikan keterangan sebagks$i sdan
dipertimbangkannya kesaksian yang telah diberikbedangkan untuk
keperluan keadilan hukum, keterangan saksi memegangnan untuk
mengetahui seluk beluk peristiwa pidana. Untuk dalam proses

pemeriksaan Majelis Hakim harus bersifat dan begsibyektif. Artinya,
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pemeriksaan harus didasarkan pada upaya pengumgkaptu peristiwva
pidana secara utuh.

Namun pada persidangan perkara No. 1002/Pid.B/P00BmMmg,
menurut penilaian penulis, Majelis Hakim telah kidanemberikan
kedudukan yang sama kepada setiap saksi, khustestygadap saksi yang
diajukan oleh JPU. Terlebih lagi, dalam kesaksiangydiberikan oleh
kedua kubu saksi (saksi JPU dan PH) terdapat paained\pa yang telah
dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak dapd@vedarkan dalam
hukum sebab setiap orang, bahkan yang telah tewgpidekalipun, masih
memiliki hak yang sama dalam ranah hukum. Terlédugin dalam proses
pemeriksaan Majelis Hakim harus bersifat dan bepsibyektif. Artinya,
pemeriksaan harus didasarkan pada upaya pengumgkaptu peristiwva
pidana secara utuh. Adanya klaim Majelis Hakim daddp status saksi
yang diajukan oleh JPU tersebut malah akan memperilaian yang
tidak obyektif oleh Majelis Hakim.

Keputusan Majelis Hakim terhadap legalitas kesaksiari saksi
yang diajukan oleh JPU seakan-akan menunjukkan &atatus para saksi
menjadi penguat terhadap tidak bersalahnya terdakhemang status
saksi — sebagai narapidana — telah ditetapkan damiliki kekuatan
hukum, namun sekali lagi, proses pemeriksaan ssfmgaubersih dari
asumsi-asumsi status saksi karena hanya akan mgarpén penilaian
Majelis Hakim dalam pengambilan keputusannya. Paldabisa jadi

keterangan saksi yang diajukan JPU benar keadaases@ai dengan
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kenyataan. Apabila hal itu benar adanya, maka saje¢ms telah ada
pengebirian hak hukum perorangan dan proses hukalamdperadilan.

Oleh sebab itu, idealnya Majelis Hakim tidak sentrta “menyingkirkan”

kesaksian yang diberikan oleh saksi yang diajukeh daksa Penuntut
Umum (JPU) dengan alasan vonis tersebut.

Keterangan saksi yang diajukan oleh JPU secara basar dapat
dibedakan menjadi dua, yakni keterangan tentangdakea sebelum
terjadinya peristiwva pidana dan keadaan pada ssjaidinya peristiwa
pidana. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh $eksi dari PH
berhubungan dengan keadaan sebelum peristiwgesastiwa dan setelah
peristiwa pidana.

Pada keterangan saksi yang diajukan oleh JPU, ubelsaksi
kecuali Abdul Haris dan istri dari korban, membarikketerangan yang
sama terkait dengan peristiwva pidana yang telahadier Pada
kesaksiannya, para saksi yang memberikan keterategaang peristiwva
pidana dari JPU semuanya menjelaskan bahwa pexigigdana tersebut
terjadi secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengacare semula yang
bertujuan untuk membicarakan permasalahan yangdterSedangkan
saksi Abdul Haris, yang juga berprofesi sebagairssep Provost,
memberikan keterangan yang berhubungan dengan d&easkebelum
peristiwva pidana. Jika keterangan saksi yang diajukleh JPU terkait
dengan peristiwa pidana memiliki kesamaan, tidaknikian dengan

keterangan saksi yang diberikan oleh saksi dari Pdlam keterangan



51

saksi yang diajukan oleh PH, terdapat perbedaaerdwmjan yang

diberikan oleh para saksi. Perbedaan keterangasi saisebut adalah

sebagai berikut:

a.

Keterangan yang diberikan oleh saksi yang bernaowggh&rto yang
menyatakan bahwa Rusdi alias Didik jatuh karenpeteset batu dan
kemudian diserang oleh kelompok Dedy.

Keterangan yang diberikan oleh Djoni dan Sutristheg orang saksi
yang sedang berteduh di dekat rumah terdakwa. Kedaag ini
memberikan keterangan bahwa terdakwa terlihat kediami rumah
dengan memakai sarung tanpa membawa senjata. Werdakgsung
dilempari batu dan diserang. Kedua saksi juga mek#eketerangan
tentang keadaan yang dialami oleh paman dan idakesa akibat dari
penyerangan tersebut.

Keterangan yang diberikan oleh Siswanto yang mekgat bahwa
saat kejadian, ia baru pulang kerja di rumah texdakSaksi melihat
terdakwa tidak ada persiapan untuk menghadapi pangan.
Keterangan yang diberikan oleh Asmara Kijo yang yaéakan bahwa
ia melihat terdakwa keluar dari rumah dan meliharkelahian
kemudian terdakwa ikut serta dan membabi buta denganggunakan
senjata.

Keterangan yang diberikan oleh Rusdi alias Didikg/anenyatakan
bahwa ia ingin melerai namun jatuh terpeleset damudian kena

bacok. Kemudian datang terdakwa dan ibunya mau lmegdetapi
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kena bacok juga di bagian lutut kanannya. Terdajwga terkena
senjata tajam di tubuhnya.

f. Keterangan yang diberikan oleh Jimmy Palentino yarenyatakan
bahwa sebelum terjadi penyerangan, ia mengobrajademerdakwa
dan dua orang temannya. Bahwa terdakwa saat imdbedi depan
samping sebelah kanan saksi dan menangkis seraeggeta tajam
dengan tangan dan senjata tajam untuk menolong.Didi

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahda
pertentangan antara keterangan satu dengan kedergagg lainnya dari
saksi yang diajukan oleh Penasehat Umum terdakwabeBaan itu
mengenai penggunaan senjata tajam oleh terdakved dberapa saksi
yang berada beberapa meter dari tempat kejadiarekeneanemberikan
keterangan bahwa terdakwa maju tanpa membawa aeKgterangan ini
berbeda dengan yang diberikan oleh Jimmy Palenyimy berada dekat
terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menang&sngan
penyerang dengan menggunakan tangan dan sengta taj

Selain dari keterangan saksi, keadaan yang bemnkalengan
peristiwa pidana juga dapat digali dari keterangadakwa. Berdasarkan
keterangan dari terdakwa diperoleh keterangan bahemlakwa
membenarkan pertemuannya dengan Abdul Haris serfauatan yang
dilakukannya, yakni menusuk lawannya dengan senjataun tidak

mengetahui siapa yang ditusuknya.
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Dari ketiga sumber keterangan di atas yang berkagtengan
keterangan dari kedua kubu saksi dan terdakwalnigiealapat diketahui
kemungkinan-kemungkinan seputar perkelahian kel&mpantara
terdakwa dengan kelompok Dedy. Kemungkinan-kemuragkitu adalah:
a. Kemungkinan terdakwa telah mengetahui perihal aletanya
penyerangan oleh kelompok Dedy

b. Kemungkinan terdakwa telah mempersiapkan untuk arabyt
serangan dari kelompok Dedy dengan senjata

c. Kemungkinan untuk mengetahui senjata yang digunalenterdakwa

d. Kemungkinan terdakwa untuk menghindari perkelahidengan
melarikan diri sebelum adanya penyerangan

Sebuah kemungkinan memiliki dua nilai yang masisuadb, yakni
bisa saja dapat terjadi dan bisa saja tidak depati. Untuk memperoleh
jawaban yang pasti, idealnya Majelis Hakim melakukeksplorasi
terhadap keterangan para saksi, apalagi dalamakefen yang diberikan
oleh para saksi terkandung perbedaan. Menurut igseribjelis Hakim
setidaknya dan seharusnya melakukan eksplorasidephketerangan para
saksi, khususnya saksi-saksi yang memberikan kejarayang berbeda.
Terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim sebgaaapat melakukan
konfrontasi keterangan dengan mempertemukan parkgsi sdan
memberikan penegasan tentang pentingnya kebenatanakgan yang

diberikan untuk keadilan hukum.
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Selain konfrontasi antar saksi, Majelis Hakim idgal juga
melakukan eksplorasi terhadap keterangan dari Abtduwis dan Jimmy
Palentino. Eksplorasi dari kedua saksi ini dapanbentu Majelis Hakim
dalam membuat gambaran peristiva pidana. Majelikirhladapat
mengembangkan pertanyaan kepada Abdul Haris mengémanasi akan
adanya penyerangan. Keterangan-keterangan yangslichaneliputi, dari
siapa informasi tersebut diperoleh. Keterangan ybegrikan oleh Abdul
Haris yang menyatakan informasi itu diperoleh daniasyarakat
sebenarnya dapat dikembangkan dengan mencoba umémanyakan
siapa masyarakat yang memberikan informasi ituaiSetu, berdasarkan
keterangan dari Abdul Haris juga dapat dipertanyakepada terdakwa
tentang informasi yang dia ketahui perihal renc@eayerangan oleh
kelompok Dedy.

Keterangan yang diperoleh dari terdakwa tentangrimési yang
didapat tentang rencana penyerangan oleh kelompekly Dakan
berhubungan dengan reaksi terdakwa atas informiasi Hal ini
ditunjukkan dari keterangan Abdul Haris mengenaiol@m dia dengan
terdakwa saat terdakwa membawa senjata tajam. Dalarolan itu
terdakwa menyatakan bahwa kelompok Dedy akan miedaku
penyerangan. Saat menjawab pertanyaan tersebutakves sambil
membawa senjata tajam. Indikator kesiapan untuk yamabut
penyerangan dengan mempersiapkan senjata itu jikgatkbn dengan

keterangan Abdul Haris yang menyatakan bahwa diay yaenyuruh
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terdakwa untuk membuang senjatanya dan dia akajamenkeselamatan
terdakwa. Keterangan ini seharusnya dikembangkeh blajelis Hakim
terkait dengan proses “membuang senjata” yang afikan oleh saksi
kepada terdakwa. Maksudnya, perlu dipertanyakankadpaerdakwa
kemudian “membuang senjatanya”? Lantas seperti adpakaksud dan
perbuatan “membuang senjata” yang dilakukan oletateva?

Setelah eksplorasi keterangan dari Abdul Haris, eltajHakim
kemudian dapat mengeksplorasi keterangan dari Jifabgntino terkait
dengan keterangannya yang menyatakan bahwa terdahkelakukan
perlawanan dengan mempergunakan senjata dan t&ogang. Dengan
adanya eksplorasi dari kedua saksi tersebut, maklis! Hakim akan
dapat menemukan kepastian tentang aspek senjata gelristiwva pidana
yang terjadi. Aspek senjata yang dimaksud adalajaibeana terdakwa
membuang senjata sebelum peristiwva serta bagaim@ndakwa
mendapatkan senjata pada saat terjadi peristivamaidDengan demikian,
Majelis Hakim nantinya akan dapat memperoleh kegrlasenjata dalam
peristiwa pidana tersebut.

Selain aspek keterangan saksi, aspek penyumpaksirjgga perlu
mendapatkan sorotan. Pada proses persidangan gerkéo.
1002/Pid.B/2008/Pn.Smg, tidak semua saksi memberikaterangan di
bawah sumpah, khususnya saksi dari PH. Saksi Riliadi Didik, Jimmy
Palentino, Salim dan Nurlaela dalam memberikan rgagan tidak di

bawah sumpah.
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Pemberian keterangan sebagai saksi yang tidak diammpah
memang dapat dilakukan dalam persidangan. Padadg@egan biasa,
saksi diwajibkan memberikan keterangan di bawahpsitmnamun jika
berada pada keadaan tertentu, maka saksi dapatarikam keterangan
tanpa disumpah terlebih dahulu. Keadaan yang meshkah saksi tidak
diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan lacaémakala saksi
masih anak-anak atau saksi mengalami sakit ing&taluar dua keadaan
tersebut, saksi tidak diperkenankan memberikanr&egan tanpa diambil
sumpahnya terlebih dahulu. Sedangkan kebolehani sakmberikan
keterangan tidak di bawah sumpah tanpa adanyatsyapat dilakukan
pada persidangan cepat. Secara sederhana, pessidatag pemeriksaan
cepat adalah proses pemeriksaan terhadap tindakgigang diancam
dengan hukuman maksimal tiga bulan atau denda gekdmanyaknya
tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana yangatadiperiksa dengan
pemeriksaan atau persidangan cepat di antaranyahape@ncurin ringan
(Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 374 RUian penipuan
ringan (Pasal 379 KUHP).

Apabila melihat keberadaan saksi yang tidak diansoinpah,
maka sekilas persidangan perkara No. 1002/Pid.B/B00Smg bukan
merupakan persidangan biasa namun pemeriksaapertsidangan cepat.
Terlebih lagi jika melihat pihak yang mengajukarrdékwa adalah
kepolisian sebagai akibat dari telah terjadinyaistiera pidana. Pada

persidangan cepat, saksi tidak harus diambil sum@amelainkan dapat
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memberikan keterangan tidak di bawah sumpah. Haldilkkarenakan

adanya kepercayaan dari pihak yang mengajukankigedayakni pihak

kepolisian. Dengan adanya legalitas sebagai penegiakm, keberadaan
kepolisian sebagai pihak yang mengajukan terdakwaals tentu secara
tidak langsung mengandung “kebenaran” terkait dengeerbuatan

terdakwa.

Namun demikian, jika melihat akibat dari perbuagetana yang
terjadi, maka persidangan No. 1002/Pid.B/2008/Pg.Sidak dapat
dijadikan sebagai persidangan cepat. Hal ini dikakan adanya korban
jiwa dalam peristiwa pidana perkara No. 1002/PR0BB/Pn.Smg yang
berarti adanya aspek pembunuhan, adalah perkargamleancaman
hukuman maksimal lebih dari tiga bulan. Idelanya&rkpra dengan
ancaman hukuman yang lebih dari tiga bulan tidagataliselesaikan
dengan pemeriksaan cepat melainkan dengan penarikssa.

Pada pemeriksaan biasa, terdapat ketentuan yariyboggan
dengan syarat saksi. Dalam persidangan biasa, gramg berasal dari
keluarga sedarah maupun semenda dari terdakwadagskt menjadi saksi
kecuali ada kehendak sendiri serta disetujui ok#tsa Penuntut Umum
dan terdakwa. Selain terkait hubungan keluargarasyaaksi dalam
memberikan keterangan pada pemeriksaan biasa adadahberikan
keterangan di bawah sumpah. Artinya, saksi yang lmeekan keterangan
harus disumpah terlebih dahulu. Memang ada kebolshksi yang tidak

diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan pmataeriksaan
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biasa. Saksi yang diperbolehkan untuk tidak diamsbihpahnya adalah
saksi dari anak yang belum memiliki tanggung javisalBium dan saksi
yang memiliki sakit ingatan. Apabila seseorang mmauheé ketentuan
tersebut, maka seseorang tersebut dapat membekidsaksian tanpa
diambil sumpah terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahuidg@evnsidangan
perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg merupakan pargah yang
“aneh”. Disebut demikian karena dipandang dari aikdari tindak pidana
maka idealnya diproses sebagai persidangan biasaméipandang dari
proses pemberian keterangan saksi yang dilakukéamdpersidangan,
maka persidangan perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Braguk dalam
kategori persidangan cepat.

. Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No. 1002872008/Pn.Smg

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tinjauan rhukeateriil
berhubungan dengan tinjauan terhadap isi dari potuBerdasarkan isi
materi putusan dapat diketahui bahwa dasar perigdyaMajelis Hakim
dalam putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg adalamysd aspek bela
paksa foodwee) yang dilakukan oleh terdakwa akibat adanya senang
yang dilakukan oleh kelompok Dedy. Putusan tersebiambil
berdasarkan keyakinan hakim akibat adanya perbekigi@nangan yang
diberikan oleh saksi. Apa yang telah dilakukan djelis Hakim dalam
memutuskan perkara No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smgadi dalam sistem

pembuktian disebut dengan istilah pembuktian bar#as keyakinan
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hakim onvictim in timg Sistem pembuktian ini merupakan sistem
pembuktian yang paling lemah di antara sistem pé&irdou lainnya.
Anggapan sebagai sistem pembuktian paling lemaénkadalam sistem
pembuktian tersebut dasar pertimbangan keyakinakimhadalam
memutuskan perkara hanya disandarkan pada keteratga pengakuan
terdakwa dan dari penasehat hukum terdakwa’@jases analisis yang
akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelayal@dweersebagai
dasar pertimbangan hukum perkara No. 1002/Pid.B/Z»0. Smg secara
obyektif.

Dalam lingkup hukum positif, pembelaan diri yantakiikan oleh
seseorang dari adanya serangan disebut dengaan ipimbelaan paksa
atau bela paksa. Pengertian bela paksmdwee)y secara bahasa terdiri
dari dua kata, yaknirfood dan “weef. Kata nood memiliki makna
keadaan darurat sedangkan keteer memiliki makna pembelaan. Jadi
istilah noodweersecara bahasa memiliki arti pembelaan yang dikakuk
dalam keadaan darurat. Para pakar umumnya memadodweerdengan
arti pembelaan terpaksa atau bela paksa. Istilédn feksa berasal dari
doktrin yang menetapkan syarat pokok sebagai beftiku
a. Harus ada serangan

b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan dir

5 M.T. Makarao dan SuharsiHukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktelakarta:
Ghalia, 2010, him. 130.

® Leden MarpaungAsas Teori Praktek Hukum Pidaniakarta: Sinar Grafika, 2008, him.
60-61.
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Menurut Adami Chazawi, suatu perbuatan dapat dadyget

sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuataiteikuiican’

a. Karena (sifatnya) terpaksa

b. Pada saat timbulnya dan berlangsungnya serangan

c. Untuk mengatasi adanya serangan atau serangameagan hukum

d. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam

e. Terbatas dalam mempertahankan tiga macam kepemtihghum;
kepentingan hukum atas diri, mengenai kehormatan késusilaan
dan mengenai kebendaan.

Hal yang paling utama dari kelima syarat di atdsiseadanya
serangan adalah adanya sifat terpaksa. Maksud kdaena sifatnya
terpaksa adalah bahwa perbuatan yang dilakukank untengatasi
serangan itu benar-benar sangat terpaksa, yakak ida lagi alternatif
lain yang harus dilakukan kecuali dengan melakyd@mnbelaan terpaksa.
Namun apabila masih mungkin untuk mengambil altérriiain, maka
tindakan bela paksa tidak diperkenankan. Contolagaah seseorang
yang mengetahui adanya ancaman dan secara akalnsasih mungkin
untuk lari, maka orang yang terancam itu harus Namun apabila orang
terancam tersebut tidak lari melainkan menunggw@ecam mendekat,
dan setelah pengancam mendekat orang yang teramoamusuk

pengancam, maka hal ini tidak dapat disebut selimaipaksa. Jadi pada

" Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, him.
43-44.
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dasarnya, bela paksa adalah tindakan yang benar-bddakukan dengan
terpaksa setelah tidak adanya alternatif tindadanf |

Apabila melihat proses pemeriksaan yang telahadilen di atas,
maka akan terlihat bahwa Majelis Hakim mendasakiegakinannya tidak
dengan maksimal. Dalam konteks hukum positif, ggprehakim
diperbolehkan mengambil keputusan berdasarkan kegakya. Namun
demikian, keyakinan itu harus didasari dengan pahgan dan
keterangan yang diberikan oleh para pihak (saksipwa terdakwa).
Terlebih lagi jika disandarkan pada keberadaarr&egan saksi. Idealnya,
perbedaan keterangan saksi perlu “diintervensih dfajelis Hakim. Hal
ini dikarenakan kekhawatiran adanya potensi keaakgialst’. Sebab,
mana mungkin ada dua keterangan yang berbeda ds&mperistiwa
pidana. Indicator ini seharusnya menjadi pertimbangakim sebelum
dengan mudahnya menyingkirkan keterangan saksi gaghana
dilakukan oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan perkaNo.
1002/Pid.B/2008/PN. Smg.

Implikasi dari adanya asumsi Majelis Hakim terha#taperangan
saksi yang diajukan JPU tidak hanya berhubungangatentidak
terpakainya keterangan saksi secara utuh saja npgarerdampak pada

kekuatan alat bukti dari saksi yang diajukan JPlndgan adanya

8 Ibid.

° Dalam diri seorang hakim harus ada sifat seorang tige¢sr yang tidak begitu
mudahnya menerima suatu keterangan dalam pemeriksaan. hRiakimmmemiliki sikap hati-hati,
teliti dan seksama dalam pemeriksaan sehingga dapat dikétdiukebenaran suatu peristiwa
sehingga akan dapat menghindari munculnya kesaksian palstidalaem Wahyu AfandiHakim
dan Hukum dalam PrakteBandung: Penerbit Alumni, 1983, him. 15-16.
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“penyingkiran” keterangan saksi tersebut, maka rkegan yang
memberatkan terdakwa tidak dapat diterima. Ber#tasarkeyakinan
tersebut, maka kemudian Majelis Hakim berkeyakibahwa yang dapat
menjadi alat bukti yang sah dalam hal memberatkagakwa hanyalah
keterangan terdakwa semata. Oleh sebab itulah kemiiajelis Hakim
berkeyakinan bahwa terdakwa tidak dapat dijatubdapa hanya karena
satu alat bukti saja dengan menyandarkan pada KUPHESRl 183.

Sedangkan terkait dengan hal ikhwal keberadaan gedaa yang
dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sebenarnyaapat
mempertimbangkan kesaksian dari Abdul Haris. Dasaksian yang
diberikan oleh Abdul Haris menunjukkan bahwa seb®re terdakwa
telah mengetahui hal ikhwal akan adanya penyeradgantelah bersiap
menyambut penyerangan yang dilakukan oleh kelonipedky. Kesaksian
yang diberikan Abdul Haris sebenarnya dan sehaausnyenjadi
pertimbangan Majelis Hakim untuk mengembangkanapgean kepada
para saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum kwedaSebab para
saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakivas(snya yang
terlibat dan atau memiliki hubungan keluarga maupubungan kerja
dengan terdakwa) memberikan keterangan bahwa édakpersiapan dan
tidak ada orang lain di dalam rumah selain keludayaterdakwa.

Dari keterangan yang diberikan oleh Abdul Harisase akal sehat
terdakwa masih memiliki peluang untuk melarikani diari ancaman

serangan kelompok Dedy. Namun hal itu tidak dilakuloleh terdakwa
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dan memilih untuk tetap berada di rumahnya. Tindateadakwa untuk
tetap tinggal di rumah akan meninggalkan pertanyagakah karena
adanya jaminan keamanan dari Abdul Haris ataukabnkatelah siap
untuk menyambut serangan dari kelompok Dedy? Umntekjawab hal
itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlptala saksi Abdul Haris.
Seandainya Majelis Hakim mau lebih mengeksploraterdangan dari
saksi Abdul Haris, maka status keadaan dan tindkdakwa untuk lebih
memilih tinggal di rumahnya akan dapat terjawamdékan ini sangat
penting, karena jika terdakwa memilih tinggal dimah untuk
mempersiapkan diri menyambut serangan, maka timdeaakwa tidak
dapat disebut dengan bela paksa.

Pilihan terdakwa untuk tetap menunggu di rumahnydand
perspektif hukum positif, yakni Kitab Undang-Undahtykum Pidana
(KUHP) dapat menjadi indicator dari tindakan peskéhn tanding.
Ancaman pidana terhadap perkelahian tanding difetagpada Bab VI
dalam lima pasal. Ketentuan perkelahian tandingabukanya terbatas
pada orang yang menantang melainkan juga mencakapg oyang
menerima atau meneruskan tantangan. Hal ini seibagai diterangkan
pada Pasal 182 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

(1) barangsiapa menantang seorang untuk perkelahiatingamatau
menyuruh orang menerima tantangan, bilamana hal itu
mengakibatkan perkelahian tanding.

(2) barangsiapa dengan sengaja meneruskan tantan¢mmaba hal
itu mengakibatkan perkelahian tanding.
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Dari ketentuan Pasal 182, yang diperbuat oleh levda
berdasarkan indicator-indikator yang telah dijedask sebelumnya
memiliki kesesuaian dengan isi dalam ayat (2), yalengan sengaja
meneruskan tantangan yang menyebabkan terjadimkalgkian tanding.
Aspek kesengajaan dalam tindakan terdakwa adalahihape
pengetahuannya. Terdakwa sebelumnya telah mengetabanya
ancaman, namun pengetahuannya tersebut tidak mamhuaemilih
alternative yang lebih aman dan damai melainkan ifitenuntuk
menunggu. Tindakan ini seakan menunjukkan bahwdalera sengaja
memilih untuk menunggu kelompok penyerang. Aspekgptahuan
memang penting dalam unsur “sengaja” sebagaimamakdud dalam
pasal di atas. Dengan adanya pengetahuan, suatmdedh akan dapat
terbangun dan terealisasikan dalam perbudtan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg
Dalam melakukan analisis ini, ada tiga sub analigasig akan
dilakukan yakni tinjauan hukum Islam terhadap bpkksa (noodweer)
sebagai pertimbangan Majelis Hakim, proses ijtibatusan Majelis Hakim,
dan tinjauan terhadap tindak pidana dalam putusaelut dengan penjelasan

sebagai berikut:

19 Moeljanto,Asas-Asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 1993, him. 172.
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1. Bela Paksa sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Pes#re@rdakwa
dalam Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg dalamp®lers Hukum
Pidana Islam

Pada perkara yang Dberakhir dengan Putusan  No.
1002/Pid.B/2008/Pn. Smg, sebagaimana telah disebupada Bab Il
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dhdtsa Penuntut
Umum (JPU) adalah “secara bersama-sama denganjsengéakukan
penganiayaan mengakibatkan mati”. Sedangkan olghlisl&akim yang
menyidangkan perkara tersebut, tindakan terdakvemgdiap sebagai
pembelaan yang terpaksa dilakukan atau dikenalateisgjlah bela paksa
(noodwee). Kedua pendapat tersebut berbeda satu denganydain
Implikasinya, apabila terbukti, maka pada pendapattama akan
berdampak pada pemberian sanksi kepada terdakwaatin pendapat
kedua akan berdampak pada dibebaskannya terdakwa.

Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masukmatus
tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karenayalansur pelanggaran
terhadap syari'at. Secara umum, syarat dapat disgdisuatu tindakan
sebagai tindak pidana adalah:

a. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut
b. Adanya perbuatan melanggar

c. Pelakunya adalah orang mukalfaf

™ Makhrus MunajatDekonstruksi Hukum Pidana Islanfpgyakarta: Logung Pustaka,
2004, him. 11.
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Dari ketiga syarat di atas, tindakan yang dilakukbeh terdakwa
yang disidangkan pada perkara No. 1002/Pid.B/206088#mg telah
memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi kebaradaash yang
melarang, Islam telah mengatur tentang larangarbupéan saling
membunuh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam &-Kra’ ayat 33

sebagai berikut:

“avHOC W e BXADHET Dz o+ @0
*NO +S0F $EOR0 TEBALAWa I
JIR 2% 4w e G| S LA VOV WIS
JOXIO AR NE L 4= EiEo X 3-8 *xm QT DL
DN.0OB 0N weldNw o eCoHRAIRY
OROx PO CO€ED oXleo o TGO+ IoHER
UL JO L3 exN¢) 2 RN 74t JO) NNRIC AR

GRS @O OCGEE ¢48) AXI@D

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dihzan
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (ajasan
yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim,
Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli watis i
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan.

Pelanggaran terhadap nash di atas terkandung disldakan atau
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengeamgayunkan
senjatanya ke korban hingga menyebabkan korban nggadi dunia.
Sedangkan pada segi pelaku, terdakwa sudah mukallaf

Setiap tindak pidana akan dikenakan pertanggungjamwgpada
pelakunya. Namun, tidak lantas semua tindakan yaraguk dalam

kategori tindak pidana harus dipertanggungjawabkatuk kemudian
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mendapatkan sanksi pidana jika terbukti. Ada jugdakan pidana yang
dapat lepas dari adanya pertanggungjawaban. Lepasny
pertanggungjawaban pada suatu tindak pidana dap@tdit manakala
memenuhi syarat sebab dilakukannya tindak pidabpagse berikut:

a. Pembelaan yang sah

b. Pendidikan dan pengajaran

c. Pengobatan

d. Permainan olahraga

e. Hapusnya jaminan keselamatan

f. Penggunaan wewenang dan kewajiban bagi pihak yemggaiib?

Dalam konteks hukum pidana Islam, pembelaan yahgdsgat
dibedakan menjadi dua, yakni pembelaan khusus digebut dengan
istilah daf'u ash-shail(menolak penyerang) dan pembelaan umum atau
amar ma’ruf nahi munkar Pembelaan khusus merupakan hak atau
kewajiban bagi seseorang untuk melindungi diri géradau orang lain
maupun harta sendiri atau harta orang lain danrkedtan sendiri atau
kehormatan orang lain. Sedangkan pembelaan umuitahagambelaan
yang dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan ehkipgan
individu.”®

Pembelaan yang sah dapat dilakukan manakala segeoeaada
dalam ancaman serangan, baik akan dilakukan matgbaim dilakukan.

Akan tetapi tidak semua pembelaan yang dilakukeh seseorang dapat

2 Abdul Qadir AudahAl-Tasyri’ al-Jinay al-IslamyBeirut: Daar al-Kitab, t.th., him. 472.
13 Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Is|afdakarta: Sinar
Grafika, 2006, him. 86.
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disebut sebagai pembelaan yang sah. Ada syaratsyang harus

dipenuhi agar suatu tindak pidana dapat disebwgselpembelaan yang

sah. Syarat-syarat itu adalah:

a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

b. Penyerangan harus terjadi seketika

c. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan

d. Penolakan penyerangan hanya boleh dengan kekwegarisya:’
Pembalasan terhadap serangan, dalam konteks hukamagdslam

diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan daa al-Bagarah ayat

194
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Artinya: Bulan Haram dengan bulan haram, dan padaau yang
patut dihormati, Berlaku hukum gishaash. oleh sehbab
Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia,
seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah besertan@r
orang yang bertakwa.

1 |bid., him. 89-92.
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Meski pada ayat di atas terdapat keterangan wagada
hakekatnya substansi yang terkandung adalah terd&pholehan
pembalasan atas serangan yang dilakukan oleh aegeokkan tetapi,
esensi dari serangan yang dimaksud juga terkanolatagan-batasan yang
dapat melegalkan seseorang memberikan balasargaaraebagai bentuk
pembelaan sebagaimana telah dijelaskan pada bataanbab ini. Jika
mengacu pada esensi prosedur pembelaan yang dibenaleh Islam,
maka tindakan terdakwa kurang sesuai dan tidaktddipabut sebagai
pembelaan.

Esensi dari pembelaan yang sah di atas adalah ag&myerangan
yang seketika yang melawan hukum dan tidak adean jéd&n untuk
mengelakkan serangan. Maksud dari tidak ada jalam luntuk
mengelakkan serangan adalah suatu pembelaan ddaktkdn dan
dianggap sah dalam hukum Islam manakala tidak alda jlain selain
pembelaan tersebut. Alternatif yang dapat dipilimtud mengelakkan
serangan sebelum melakukan pembelaan di antarapgtismelarikan
diri, meminta perlindungan atau melaporkan ancapgmyerangan kepada
pihak berwajib, atau minimal dengan melakukan kamaminta tolong.
Tetapi jika masih ada jalan lain namun tidak dilkeu dan memilih untuk
melukai atau bahkan membunuh orang yang menyenaakga perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang diseragmgebut dapat

dianggap sebagai serangan dan termasuk jarimah.

15 |bid., him. 91.
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Dari penjelasan mengenai pembelaan yang sah daldwmh
pidana Islam, terdapat substansi utama tentang glearb diri seseorang
yang dapat dibenarkan secara hukum. Substansbtgraglalah adanya
penyerangan yang seketika dan tidak adanya aliesnddin untuk
mengelakkan serangan kecuali melakukan pembelaan deéingan
terpaksa.

Pada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sebeayea
dijelaskan oleh Majelis Hakim, pada Putusan No.21Bi@.B/2008/Pn.
Smg dipandang sebagai tindakan pembelaan diri.itdadliindikasikan
dengan posisi terdakwa sebagai pihak yang disexi@igkelompok Dedy.
Akibat adanya penyerangan tersebut, terdakwa lantedakukan
pembelaan diri terhadap serangan yang menimpamg ry@ngakibatkan
salah seorang penyerang meninggal dunia seteleéntesabetan senjata
terdakwa. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwasefent seolah
merupakan pembelaan diri yang dilakukan oleh texmdak Namun
penilaian tersebut sebenarnya tidak dapat disemdikadasarkan posisi
terdakwa sebagai pihak yang diserang semata namga harus
didasarkan pada situasi yang terjadi sebelum tiesgjadperistiwa yang
dialami oleh terdakwa. Untuk mengetahui situasi gyatialami oleh
terdakwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut damandarkan pada
keterangan salah satu saksi yang melakukan kornsirdieagan terdakwa
sebelum adanya peristiwa perkelahian, yakni sauddd@ul Haris bin

Abdul Kowe.
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Abdul Haris dalam keterangannya di depan MajeligiiHapada
saat persidangan memberikan penjelasan bahwa veads#tah terlebih
dahulu mengetahui akan adanya penyerangan yang diledakan oleh
kelompok Dedy. Oleh karenanya, terdakwa terlihatmiveava senjata
karena terdakwa juga telah mengetahui keberaddampek yang akan
menyerangnya. Lalu oleh saksi, terdakwa dimintaukinlmembuang
senjatanya dan menjamin keamanannya. Selain kgtaraersebut, saksi
juga memberikan keterangan bahwa setelah ditureyga dan kelompok
penyerang tidak kunjung datang, kemudian Abdul $ipergi ke warung.
Sekembalinya dari warung, peristiwa perkelahiamheterjadi dengan
korban meninggal satu orang. Keterangan yang diéeroleh saksi juga
dibenarkan oleh terdakwa. Oleh sebab itu, keterarsgksi ini dapat
disebut memiliki kekuatan hukum untuk melihat keadasebelum
terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan dari keterangan yang diberikan ole$i gdidul Haris
dapat diketahui bahwa terdakwa sebenarnya telalyetesmui akan adanya
penyerangan pada sore hari, beberapa jam sebelistivipe perkelahian
terjadi. Namun terdakwa tidak melakukan atau menalaernative lain
untuk mengelak dari adanya ancaman penyerangan.ahtgmmelalui
keterangan saksi, seakan-akan terlihat bahwa tamdgéng dilakukan oleh
terdakwa karena adanya jaminan keselamatan yamgildib oleh saksi
Abdul Haris yang berstatus sebagai polisi. Namuhituatidak dapat

dibenarkan bila melihat dari kegiatan yang dilakukéeh saksi.
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Idealnya, dari keberadaan saksi Abdul Haris, tesdaldapat
menentukan pilihan alternative bagi dirinya atasaaman serangan yang
telah diketahuinya. Pilihan-pilihan alternative skdvut adalah sebagai
berikut:

a. Menelpon aparat keamanan (polisi) terdekat untulapoekan adanya
ancaman serangan dan meminta perlindungan dengangkat ke
kantor polisi atau meminta polisi untuk berjagawhahnya.

b. Meminta saksi untuk mengantarkannya ke kantor keipal terdekat
untuk melaporkan ancaman serangan dan memintagentjan polisi
untuk berjaga di rumahnya.

c. Bersama saksi atau bersama polisi (apabila teldapmg menemui
kelompok penyerang yang telah diketahui keberadaanantuk
membahas permasalahan dengan jalan damai.

d. Melarikan diri bersama keluarganya ke tempat yabglaman.

Namun oleh terdakwa hal itu tidak dilakukan karemarasa
adanya jaminan keamanan dari saksi Abdul HarisalRaldika dilihat dari
kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Haris, maka ptxlin atau janji yang
diucapkan oleh Abdul Haris tidak dapat disebut gabaipaya jaminan
keselamatan. Seandainya ingin dapat disebut seliagakan jaminan
keamanan, seharusnya saksi melakukan tindakanmzerténgga ketiga
dari empat alternative tindakan di atas.

Oleh karena terdakwa tidak memilih untuk melakukafah satu

alternative di atas dan lebih memilih menunggu, anla&l itu tidak dapat
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disebut sebagai upaya pembelaan diri yang sah, de&m pandangan
hukum positif maupun dalam pandangan hukum pidateml Sebab
dalam pandangan kedua ketentuan hukum tersebdgktea seharusnya
memilih dan melakukan tindakan alternative yanggaanmungkin

dilakukannya dan bukan menunggu di rumahnya.

Dalam lingkup hukum pidana Islam, pengetahuan jongemiliki
peranan dalam aspek tindak pidana seseorang. Seggetahuan
disandarkan tidak hanya terbatas pada hakekat namngeemata namun
mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Apabila csasg telah
mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, makatidak dapat
mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanyargkinan untuk
mengetahui  hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskiani
pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetakuimrhmanakala ia
berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bedgamgan orang Islam
atau seseorang yang baru masuk Islam dan baruatirsgbentar di
wilayah muslim*®

Oleh karena adanya aspek pengetahuan terdakwaadarya
ancaman serta adanya peluang untuk melarikan dibiagai upaya
menghindari terjadinya peristiwa pidan tidak dile&n, maka terdakwa
tidak dapat dianggap melakukan bela paksa dalankager No.

1002/Pid.B/2008/Pn.Smg.

6 Abdul Qadir Audahop. cit him. 430-431.
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2. Proses Pengambilan Putusan Majelis Hakim Pada Rerkdo.
1002/Pid.B/2008/Pn.Smg dalam Perspektif Hukum Ridalam

Dalam konteks hukum pidana Islam, suatu perkaraushar
diputuskan melalui proses pembuktian yang berkesasu dengan
ketentuan hukum. Hakim harus mampu melakukan asatishadap alat-
alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktiasetsut sehingga akan
dapat menghasilkan putusan yang adil dan tidak gilean salah satu atau
kedua belah pihaK.

Dalam lingkup hukum pidana Islam, keterangan saksmiliki
kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Hapgrnah dilakukan oleh
Nabi Muhammad yang hanya menyandarkan putusan keigangan
seorang saksi, baik dalam keadaan disumpah maugaRk. tEsensi
keberadaan sumpah dalam Islam adalah kepercayasksulthya adalah
apabila seorang saksi sangat terkenal dan dipem@kga kejujurannya,
maka sumpah dapat dikesampingkan, namun jika kejujusaksi
diragukan maka sumpah perlu dilakuR&nOleh sebab itu, dalam
menanggapi keterangan saksi yang telah disumpalpunayang belum
disumpah, hakim selayaknya melakukan upaya untukemekan titik
temu realita peristiva melalui penafsirannya kargueda dasarnya
penafsiran atau interpretasi merupakan tugas halalam upaya

melakukan pemeriksaan suatu perkdra.

7 Anshoruddinpp. cit, him. 25.
*®pid., him. 107-109.
19 0emar Senap. cit, him. 107; lihat juga dalam G. Aryadip. cit, him. 67.
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Penafsiran tersebut bebas dilakukan oleh hakimasedengan
keyakinannya. Bahkan hasil interpretasi tersebpiatdijadikan sebagai
salah satu sistem pembuktian yang dikenal dengstensi pembuktian
berdasarkan keyakinan hakffiNamun demikian, meskipun mendapatkan
legalitas, interpretasi tersebut idealnya tidak aldikan secara
sembarangan oleh hakim. Dalam melakukan interprganafsiran)
tersebut, tidak boleh ada keraguan dalam diri haKiemagu-raguan hanya
akan membuat putusan yang dibuat hakim rawan agsaldhan. Dalam
hal ini, Islam sangat menganjurkan agar hakim tidakmberikan
keputusan dalam keraguan, baik dalam perkara yadgntaupun yang
bukan had. Apabila hakim dalam keraguan, maka Emgiang lebih baik
adalah salah dalam membebaskan terdakwa daripkadtedsdam memberi
hukumarf* Hal ini dikarenakan dalam penyelenggaraan pemdignsip
kebenaran materiil harus tetap menjadi dasar dases peradilan. Prinsip
kebenaran materiil adalah prinsip yang didasarkashakebenaran yang
sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataazr’mya.

Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana Isldasar
pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim klilean dalam
keadaan yang ragu-ragu. Terkait dengan putusan wgargbil, dalam
lingkup hukum pidana Islam dapat diterima dan divkan karena

keputusan untuk membebaskan terdakwa dalam keaggaradalah lebih

20 G. Aryadi,Ibid., him. 103.

%1 Topo SantosoVlembumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana
dan AgendgaJakarta: Gema Insani Press, 2003, him. 15-16.

?2 Rusli Muhammad,Potret Lembaga Pengadilan Indonesidakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006, him. 42-43.
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baik daripada memutuskan untuk memberikan hukunepada terdakwa
dalam keadaan ragu. Akan tetapi dalam hal keadaarefksaan yang
terjadi, keragu-raguan Majelis Hakim tidak dapaeuina karena adanya
aspek peluang untuk menghilangkan keraguan padalaip@n dan
keyakinan Majelis Hakim dalam dasar pertimbangakumnya. Oleh
karena adanya proses pencarian kebenaran mateng tfdak maksimal
yang kemudian memunculkan keraguan, maka kerage@ebut tidak
dapat diterima. Sehingga pada akhirnya, keputusdnkumembebaskan
terdakwa dalam persidangan yang hanya diadakari dekang tepat.
Idealnya Majelis Hakim menunda kembali persidangatak menemukan
kebenaran materiil secara maksimal.
. Tindak Pidana pada Perkara No. 1002/Pid.B/2008fRg.Sdalam
Perspektif Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam konteks tindak pidan (jarimah),umgrhukum
pidana Islam, ada kemungkinan tindakan terdakwaiknlas dalam tindak
pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja. Halikaienakan ada
perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenaiabapgsnbunuhan
yang sengaja dan menyerupai sengaja. Perbedaabuermencakup niat
dan keberadaan alat yang digunakan.

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan sengaja adalahu sua
pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untrkbmnuh orang

lain yang dijamin keselamatannya dengan menggunakianh yang
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menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikarifijagnurut Abdul
Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah suatu perndondi mana
perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa gertii dengan niat
untuk membunuh korba.

Sedangkan pembunuhan yang menyerupai sengaja sebaga
dikutip dalam Abdul Qadir Audah dari pendapat ulamazhab adalah
sebagai berikut®

Menurut aliran Hanafiah, pembunuhan menyerupaiaanadalah
suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukilakodengan
tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yaremyebabkan
kematian. Menurut Syafiiyah, pembunuhan menyerugsigaja adalah
suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalamagtarboamun keliru
dalam pembunuhan. Menurut Hanabilah, pembunuhaengpai sengaja

adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yangmijadengan alat

yang padagalibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban

mati karenanya.

Apabila disandarkan dari pendapat di atas, perlmedastara
pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja — didaspada senjata
yang digunakan — maka yang membedakan adalah Kafekénjata untuk
membunuh. Batu, tongkat, maupun kayu tidak akaraslirkkan ke dalam

alat yang dapat menyebabkan kematian. Sebalikniggu,p pedang

3 sayyid SabigFigh as-Sunnahjuz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, him. 435.
24 Abdul Qadir Audahop. cit, him. 10.
%5 Sebagaimana dikutip dalaliid., him. 93-94.
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maupun senjata tajam lainnya merupakan alat yapgtdaenyebabkan
kematian.

Terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh terdgkpada satu
sisi dia tidak ada niatan untuk membunuh namunsdian senjata yang
digunakannya merupakan senjata yang dapat menyatddeknatian. Hal
inilah yang kemudian menempatkan tindakan terdab&rada dalam dua
kemungkinan tindak pidana.

Menurut penulis, tindakan terdakwa yang tidak ads# nntuk
membunuh terlihat dari keadaan perkelahian yanigmisoleh terdakwa.
Dengan lawan yang tidak seimbang dalam jumlahatevd menghadapi
dua hingga tiga orang, serangan membabi buta y#agukan oleh
terdakwa sangat wajar, terlebih keadaan terdakwg yerluka. Keadaan
inilah yang menyebabkan terjadinya serangan terdatitlak memiliki
pola atau tidak ada tujuan untuk pembunuhan.

Sedangkan pada aspek senjata yang digunakan, meseajaja
yang dipergunakan oleh terdakwa adalah senjata gapgt menyebabkan
kematian. Namun demikian, menurut penulis, tiddkreanya dari aspek
senjata yang mematikan yang menyebabkan suatikéindaengakibatkan
kematian bisa disebut sebagai tindak pembunuhag gesengaja. Begitu
pula sebaliknya, senjata yang digunakan bukan tsenjang tidak
mematikan tidak selamanya menyebabkan tindak pidamng

mengakibatkan kematian hanya masuk ke dalam perhanrmenyerupai
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sengaja. Hal ini dapat dijelaskan dari kedudukaat, rhentuk perbuatan
dan lokasi pengenaan senjata yang digunakan.

Sebagai contoh, seseorang telah memiliki niat membwrang
lain dengan menggunakan batu yang besar. Oleh pdiaku tersebut
dijatuhkan di atas kepala korban yang menyebablkaal& korban pecah
hingga korban meninggal dunia. Contoh lainnya ddataanakala
seseorang tidak berniat membunuh dan hanya bemmiak melukai orang
lain dengan menggunakan pedang. Oleh pelaku ped#easkan ke
punggung korban dengan luka yang tidak dalam. Narkarena
pendarahan yang banyak, akhirnya korban meninggaad

Pada contoh yang pertama mengindikasikan adanyauniak
membunuh dengan menggunakan alat yang tidak meanatiamun
dikenakan pada lokasi tubuh manusia yang dapat ebainkan kematian.
Sedangkan pada contoh yang kedua terlihat tidakyadaiat membunuh
namun karena perbuatan pelaku dengan menggunakain yahg
mematikan menyebabkan korban meninggal karena pegmata

Dari dua contoh di atas dapat terlihat terdapabgoaan pada niat,
senjata dan akibat yang ditimbulkan. Menurut penaindakan terdakwa
menyerupai contoh yang kedua di mana senjata yiggakan termasuk
senjata yang mematikan namun tidak ada niat unteklponuh dari
terdakwa. Jadi dari aspek kesengajaan niat, timdakedakwa tidak
termasuk jarimah pembunuhan yang disengaja melaimeanbunuhan

tanpa kesengajaan.
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Pembunuhan tanpa kesengajaan dalam hukum pidaaa Isl
dibedakan menjadi dua, yakni pembunuhan yang mepgesengaja dan
pembunuhan karena kesalahan. Dalam konteks ini,uliperakan
memaparkan tindakan terdakwa dalam konteks pemiamnuianpa
kesengajaan dalam hukum pidana Islam.

Kedua pembunuhan tanpa kesengajaan pada dasabwedakin
dari niat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.aPaeimbunuhan yang
menyerupai sengaja, pelaku memiliki niat langsuathadap korban
namun bukan niat untuk membunuh. Seperti halnyagoseang berniat
untuk menganiaya korban namun nyatanya korban nma¢atinggal dunia
akibat penganiayaan tersebut. Sedangkan pada petdunkarena
kesalahan, pelaku memiliki niat atas perbuatan yadak berkenaan
dengan korban namun karena kekeliruannya, malalyenan korban dan
menyebabkan korban meninggal dunia. Seperti hadnglag yang berniat
menembak hewan buruan, namun pelurunya nyasar éagemai orang
hingga meninggal dunf®.

Hal ini juga dapat disandarkan pada pendapat Imgafi'iSyang
menyebutkan bahwa pembunuhan menyerupai sengajahagalaku
sengaja dalam perbuatan namun keliru dalam pemlnnttakekat keliru
dalam pernyataan Imam Syafi'i menurut penulis tidaksama dengan

pengertian keliru selain pada jarimah pembunuham genganiayaan.

% penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Ahmad Wardi MhskHukum Pidana
Islam Jakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 141-147.
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Keliru pada jarimah pembunuhan dan penganiayaasosi@sikan pada
aspek menyerupai sengéja.

Berdasarkan penjelasan di atas, dari segi niatyupéan, dan
keadaan dan akibat yang ditimbulkan maka tindakargydilakukan oleh
terdakwa bukanlah termasuk ke dalam jarimah penfamukarena
kesalahan. Hal ini diindikasikan dengan adanya rkgg@an perbuatan
terdakwa terhadap diri korban. Dengan demikiandakkan terdakwa
termasuk dalam jarimah pembunuhan menyerupai sngaj

Sebagai akibat dari masuknya tindakan terdakwaakendkategori
pembunuhan menyerupai sengaja, tindakan terdakwmat ddiancam
sebagai tindak pidana gishash-diyat. Hal ini disakah pada kriteria
tindak pidana gishash-diyat yang mencakup tindalaqm penganiayaan
dan pembunuhan yang secara lebih jelas meliputakian-tindakan
pidana sebagai berikut:

a. Pembunuhan sengajasgadi Jilic),
b. Pembunuhan menyerupai sengajsi 4 Jialic),
c. Pembunuhan karena kesalahide{ 3t ),
d. Penganiayaan sengajas) ¢ all), dan
e. Penganiayaan tidak sengalfaall ¢ )all ) 28
Sanksi hukuman untuk pembunuhan yang menyerupajagen

dalam hukum pidana Islam dapat berupa hukuman pogekgganti

%" Terkait dengan penjelasan mengenai ruang lingkup sengajaempaly sengaja dan
keliru dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslidp. cit, him. 77-78.

“Rahmat HakimHukum Pidana Islam (Figih JinayahBandung: Pustaka Setia, 2000,
him. 29
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maupun hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam perhbuan
menyerupai sengaja adalah diyat dan kifarat yatigyplhkan manakala
tidak ada pemaafan dari pihak keluarga korban. i®Rg@a hukuman
pengganti dapat berupa ta’zir yang diputuskan diédjelis Hakim.

Hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hakdearisak wasiat.

Dari beberapa sanksi yang tersebut di atas, umtalak pidana
yang dilakukan terdakwa dalam lingkup hukum di Imelia dapat
dikenakan sanksi hukuman diyat, kifarat maupunirta2ari sisi kasus,
penambahan hukuman berupa pencabutan hak warngadzet tidak dapat
dikenakan karena terdakwa tidak memiliki hubungatu&rga fasal)
dengan korban.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkawddndakan
terdakwa dalam perkara No. 1002/Pid.B/2008/Pn. $ergasarkan niat,
perbuatan, senjata, keadaan terdakwa dan akibatim@akan terdakwa
dalam lingkup hukum pidana Islam termasuk ke dalg@ammah
pembunuhan menyerupai sengaja dan dapat dikenadaksisdiyat,
kifarat, maupun ta’zir. Sedangkan dalam konteks uhukpositif di
Indonesia (KUHP) tindakan terdakwa bukanlah berttela paksa dan
termasuk ke dalam tindak pidana perkelahian tangargg menyebabkan

meninggalnya korban dengan ancaman sanksi pidéaraaéujuh tahun.



